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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia sebagai Negara hukum artinya meniscayakan hukum 
menjadipedoman/landasan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan 
negara.Selain itu ,UUD tahun 1945 juga mengatur bahwa Negara Indonesia ialah 
Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan dikaitkan dengan susunan negara,  
disebut negara kesatuan sehingga didalam negara kesatuan tidak ada masyarakat 
daerah yang boleh merupakan suatu negara. 
Makna Negara hukum menurut pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah 
negara hukum materiil yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum,mencerdaskan kehidupan bangsa serta dalam menjaga perdamaian dunia 
yang berdasarkan kemerdekaaan,perdamaian abadi dan keadilan social,yang 
disusun dalam suatu UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. 
Salah satu karakter negara hukum yaitu pemerintahan dijalankan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan,maka peranan peraturan perundang-
undangan dalam konteks negara hukum yaitu menjadi landasan bagi 
penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan 
Pemerintahan baik dipusat berupa undang-undang dan didaerah berupa peraturan 
daerah. 
Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan tentunya adalah peraturan 
yang berkarakter akomodatif terhadap tuntutan,kebutuhan,dan perkembangan 
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masyarakat dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis atau 
sering juga disebut negara hukum modern.
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Untuk sampai pada pencapaian tersebut,terdapat sejumlah juris 
mengajukan gagasannya,misalnya dari segi teknis,untuk membentuk peraturan 
dengan ciri tersebut,diantaranya adalah gagasan Satjipto Rahardjo yang 
mengajukan sejumlah tahapan-tahapan/langkah-langkah membentuk peraturan 
perundang-undangan sebagai berikut: 
1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya termasuk didalam 
mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari 
penggarapan tersebut. 
2. Memahami nilai-nilai yang ada didalam masyarakat.hal ini penting dalam hal 
social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat sektor-sektor 
kehidupan majemuk seperti tradisional,modern,perencanaan,pada tahap ini 
ditentukan nilai-nilai dan sektor- sektor mana yang dipilih. 
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling banyak untuk bisa 
dilaksanakan . 
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya. 
Sebagai negara  yang wilayahnya begitu luas yang terdiri dari beribu-ribu 
pulau untuk melayani warga negaranya tidaklah mungkin bisa kalau hanya 
ditangani oleh Pemerintah pusat olehnya itu untuk mengefektifkan dan 
mengefisienkan pelaksaanaan pemerintahan didaerah diberikan otonomi luas 
untuk mengatur dan mengurus segala hal yang ada didalam daerahnya 
berdasarkan asas desentralisasi yakni pelimpahan kewenangan dari Pemerintah 
                                                             
1
AchmadRuslan,Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-
undangan di Indonesia  (Cet.I; Yogyakarta:Rangkang Education&pukap Indonesia, 2011),h.3-4. 
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Kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah 
tangganya. 
Pemberian otonomi ini diharapkan mampu mengupayakan terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat  yang ada didaerah dan untuk mempercepat 
pembangunan nasional olehnya itu didalamnya termasuk juga kemampuan untuk 
membuat produk hukum tersendiri yang akan dijadikan pedoman dan patokan 
didalam kehidupan pemerintahannya,yang lebih kita kenalsebagai PERDA. 
Sistem Pemerintahan Daerah diIndonesia,menurut konstitusi UUD 
1945,berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi 
dalam daerah Provinsi dan daerah Provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang 
lebih kecil.Didaerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locale 
rechtsgemeenschappen)atau bersifat daerah administrasi belaka,semuanya 
menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang didaerah-daerah 
yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah oleh karena itu 
didaerah pun Pemerintahan akan bersendi atas dasar Permusyawaratan. 
Dalam teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturen-
delandchappen dan volksgemeen schappen seperti Desa diJawa dan Bali, Nagari 
diMinangkabau,Dusun dan Marga diPalembang dan sebagainya.Daerah-daerah itu 
mempunyai susunan asli dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang 
istimewa.dan segala peraturan negara mengenai daerah - daerah itu akan 
mengingati susunan asli daerah tersebut. 
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Perubahan kedua UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam 
pasal 18 sebagai berikut: 
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi 
dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, 
Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan 
Undang-Undang. 
2. Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
3. Pemerintahan daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota memiliki Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan 
umum. 
4. Gubernur,Bupati,dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 
daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. 
5. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan 
pemerintah pusat. 
6. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan 
lainnya ,untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam 
Undang-Undang.
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Hal ini dijabarkan lebih lanjut dengan pembentukan UU NO.9 Tahun 2015 
tentang Pemerintahan Daerah dimana pembentukan Undang-Undang ini  
menggantikan UU NO.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan,pemberdayaan dan peran serta masyarakatserta peningkatan daya saing 
                                                             
2
Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia(Jakarta:Sinar Grafika), h. 1-2. 
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daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,pemerataan, keadilan dan 
kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Seperti telah kita ketahui bahwa peranan hukum didalam kehidupan 
manusia begitu besar sehingga didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
pun diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan 
yang kita kenal dengan sebutan PERDA,Ini sebagai pelaksanaan dari Asas 
Otonomi dan Tugas Pembantuan. 
Didalam UU NO.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah 
pembentukan PERDA ini diatur didalam BAB IX Pasal 236 ayat (2) 
mengatakan:perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD 
dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
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Allah SWT berfirman didalam QS An-Nisa/4: 59 Yang berbunyi: 
                          
                             
      
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.
4
 
 
 
 
 
                                                             
3
Republik Indonesia, UU No.9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. 
4
Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya ( Jawa Barat: Panca Cemerlang, 2015), 
h. 94. 
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1. Tafsir Al-Mishbah 
Ayat 58 dan 59 di atas, dinilai oleh para ulama sebagai ayat-ayat yang 
mengandung prinsip-prinsip pokok ajaran Islam dalam hal kekuasaan dan 
pemerintahan. Bahkan, pakar tafsir Rasyid Ridha berpendapat “seandainya tidak 
ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan, maka kedua ayat ini telah 
memadai”. 
kalau pada ayat 58 ditekankan kewajiban menunaikan amanat, diantara 
lain dalam bentuk menegakkan keadilan, maka berdampingan dengan itu, dalam 
ayat 59 ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada ulil amri. 
Taat dalam bahasa alquran berarti tunduk, menerima secara tulus dan 
menemani. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekedar melaksanakan apa yang 
diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukanoleh 
penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat. 
Ayat ini juga meengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya 
diwujudkan ummat Islam untuk menangani urusan mereka, yaitu lembaga 
eksekutif, yudikatif, dan legislatif. 
Sementara ulama memahami bahwa pesan utama ayat ini adalah 
menekankan perlunya mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan Rasul-
Nya, khususnya jika muncul perbedaan pendapat. Ini terlihat dengan jelas pada 
pernyataan, maka jika kamu tarik menarik pendapat menyangkut sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (alquran) dan rasul (sunnah), dan hukum selain 
Rasul Saw, lalu penegasan bahwa Rasul tidak diutus kecuali untuk ditaati, dan 
penafian iman bagi yang tidak menerima secara tulus ketetapan Rasul Saw.
5
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M.Quraish Shihab, Tafsir AL-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Volume 
2, Lentera Hati, h. 462-463. 
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2. Tafsir AL-Azhar 
Dua ayat, 58 dan 59 dari Surat An-Nisa  ini adalah dasar yang dipimpinkan 
oleh tuhan dengan wahyu sebagai pokok pertama di dalam mendirikan sesuatu 
kekuasaan, atau sesuatu pemerintahan. 
Yang pertama ialah menyerahkan amanat kepada ahlinya. Tegasnya, 
hendaklah seluruh pelaksana pemerintahan, seluruh aparat pemerintahan diberikan 
kepada orang yang bisa memegang amanat, orang yang ahli. Hak yang pertama 
ialah pada rakyat, atau dalam istilah agama, pada ummat. Pilihan pertama ialah 
pucuk pimpinan negara, atau sultan, atau khalifah, atau presiden. Angkatan orang 
banyak yang pertama itu ialah dengan Baiat. Orang banyak berjanji pula akan 
tetap memegang amanat. 
Setelah dia terpilih, diapun diberi kewajiban oleh tuhan menyerahkan atau 
menunaikan amanat kepada ahlinya pula. Tidak pandang pilih kasih anak atau 
keluarga.Setelah itu hendaklah dia menegakkan keadilan. Kalau menghukum 
diantara manusia hendaklah menghukum dengan adil.Apakah ada pemisahan 
diantara pelaksanaan pemerintahan dengan hakiman? Atau Trias Politika?. 
Ini tidak dibicarakan oleh alquran. Ini adalah menilik perkembangan 
masyarakat itu sendiri. Tetapi Saiyidina Umar bin Khathab dalam masa 
pemerintahannya telah mengangkat hakim terpisah dari kekuasaan beliau. Itulah 
qadhi syuraih yang terkenal. Qadhi Syuraih itu betul-betul terkenal keadilannya 
menjalankan hukum. Sunnah yang ditinggalkan umar ini dituruti oleh khalifah-
khalifah yang jujur di belakang beliau.Sumber hukum ialah alquran sendiri. 
Kemudian sunnah Rasul. Kalau tidak bertemu dalam sunnah Rasul, dipakailah 
Ijtihad. Tetapi Ijtihad itu harus didalam lingkaran alquran dan as-sunnah tadi 
juga.disinilah timbulnya apa yang disebut Ijma dan Qiyas. 
8 
 
Setelah menerangkan dasar-dasar ini, datanglah perintah taat. Tempat taat 
yang pertama ialah Allah, kedua ialah Rasul, ketiga ialah Ulil-Amri atau 
penguasa. Penguasa itu hendaklah minkum, dari pada kamu. Dia berkuasa karena 
kamu percayai amanat dan dia berkuasa karena kamu pilih. Dan dia adalah dari 
kalangan kamu sendiri. 
Tadi sudah diterangkan bahwa dasar mereka memerintah ialah perintah 
Allah dan Sunnah Rasul. Kalau tidak bertemu Nash yang sharih, bolehlah Ulil 
Amri memakai Ijtihadnya. Tetapi di ayat 59 itu ditegaskan bahwa kalau terjadi 
perselisihan, hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasul jua. Hal yang 
demikian terjadi kalau Ijtihad Ulil Amri itu tidak sesuai dengan pendapat umum, 
atau dirasa jauh dari pangkalan. Hal ini tentu dimusyawarahkan bersama. Karena 
Ulil Amri yang datang minkum, sama-sama Islam tidak mungkin akan dengan 
sengaja membuat keputusan yang membawa selisih. Apabila telah dipulangkan 
kepada sabda Tuhan dan Sunnah Rasul, perselisihan itu akan hilang dengan 
sendirinya. Sebab musyawarah adalah pokok prinsip yang tidak boleh 
ditinggalkan sama sekali.
6
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Hamka, Tafsir AL-Azhar Juzu 4-5-6, (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1983), h. 136-137. 
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3. Tafsir AL-Maragi 
Dari sini dapat diketahui bahwa ayat menerangkan pokok-pokok agama 
didalam pemerintahan Islam, yaitu: 
1. Pokok pertama ialah Alquranul karim; mengamalkannya merupakan 
ketaatan kepada Allah Ta`ala. 
2. Pokok kedua ialah Sunnah Rasulullah saw, dan mengamalkannya 
merupakan ketaatan kepada Rasulullah saw. 
3. Pokok ketiga ialah Ijma, para ulil amri,ahlul-halli wal-aqdi yang 
dipercaya oleh umat. Mereka itu ialah para ulama; para panglima 
tentara; para pemimpin maslahat-maslahat umum, seperti pedagang, 
pembuat barang dan petani; kepala pekerja; pemimpin partai; direktur 
dan pimpinan redaksi surat kabar; ketaatan kepada mereka adalah 
ketaatan kepada ulil amri. 
4. Pokok keempat ialah memeriksa masalah-masalah yang 
diperselisihkan pada kaidah-kaidah dan hukum-hukum umum yang 
diketahui di dalam Alkitab dan sunnah. 
Keempat pokok ini adalah sumber syariat dan harus ada sekelompok orang 
yang bertugas memeriksa masalah-masalah yang dipertengtangkan di dalam Al-
kitab dan sunnah, yaitu para ulama yang dipilih oleh ulil amri. Kemudian, para 
pemerintah wajib menjalankan hukum yang telah ditetapkan oleh mereka. Dengan 
demikian negara islam terbagi kepada dua kelompok manusia; pertama, kelompok 
yang menerangkan hukum-hukum, mereka disebut “badan legislatif” dan kedua, 
kelompok pemerintah yang menjalankan ketetapan, mereka disebut “badan 
eksekutif”. 
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Umat wajib dan tunduk kepada hukum-hukum ini, baik secara tersembunyi 
maupun terang-terangan. Dengan demikian, umat tidak tunduk kepada seorang 
pun diantara manusia, karena hanya mengamalkan hukum Allah Ta`ala, atau 
hukum Rasulullah saw. Dengan izinnya dan atau hukum umat itu sendiri yang 
diistinbatkan oleh kelompok ahlul halli wal-aqdi dari para anggotanya yang 
dipercayai dalam hal keikhlasan dan kesepakatannya hanya atas kemaslahatan 
mereka. 
Kembalikanlah perkara yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasu-
nya dengan memeriksanya didalam Al-kitab dan Sunnah, jika kalian benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebab, orang mu,min itu tidak akan 
mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih 
memperhatikan hari akhir dari pada memperhatikan bagian-bagian duniawi. 
Disini terdapat isyarat bahwa orang yang lebih mengutamakan hawa nafsu 
dan keuntungan-keuntungannya daripada mengikuti Al Kitab dan Sunnah, 
bukanlah orang mu,min yang sebenarnya. 
Pengembalian sesuatu kepada Allah dan Rasulnya itu lebih baik bagi 
kalian, karena ha itu merupakan asas yang paling kokoh di dalam pemerintahan 
kalian. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui daripada kalian tentang apa yang 
baik bagi kalian. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan bagi kalian didalam 
kitabnya dan melalui sunnah rasulnya hanya sesuatu yang mengandung 
kemaslahatan dan manfaat bagi kalian, serta sesuatu yang akibatnya sengat baik 
kerena ia memisahkan tali pertentangan dan menutup pintu fitnah.
7
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Ahmad Mustafa AL-Maragi, Tafsir AL-Maragi 4, (Semarang:Karya Toha Putra, 1993), 
h. 117-119. 
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Dari ketiga pemikiran Tafsir Diatas penulis menyimpulkan bahwa ketaatan 
kepada Allah dan Rasulnya merupakan sesuatu yang mutlak harus dikerjakan oleh 
ummat Islam, namu ketaatan kepada Ulil Amri atau dalam dunia pemerintahan 
disebut pemerintah adalah ketaatan yang relatif yakni tergantung dari sikap dan 
tindakan yang dilakukannya, jika untuk kemashalahatan ummat maka wajib 
didukung dan dibantu namun jika sebaliknya maka wajib dicegah. 
Hadis 
اََنث َّدَح  ُناَمَْيلُس  ُنْب  ِدْبَع  ِنَْحْ َّرلا   يِقْشَم ِّلا اََنث َّدَح  َي َْيَ  ُنْب  َةَز َْحْ  َِنث َّدَح  ُنْبا  ِبَأ  ََيْرَم  َّنَأ  َِساَْقلا  َنْب 
 َةَرِمْيَخُم  ُه ََبَْخَأ  َّنَأ  َبَأ  ََيْرَم  َّيِدْزَْلْا  ُه ََبَْخَأ  َلَاق : ُتْلَخَد  ََلع  ََةيِواَعُم  َلاََقف اَم اَنَمَْعهَأ  َكِب  َبَأ  ٍنَُلَف 
 َِهَو  ٌةَم َِكَ اَُهلوَُقث  ُبَرَْعلا  ُتْلَُقف ًاثيِدَح  ُهُتْع َِسَ  َك ُِبَْخُأ  ِهِب  ُتْع َِسَ  َلوُسَر  ِ َّللّا  َّلَص  ُ َّللّا  ِهَْيَلع  ََّلَّسَو 
 ُلوَُقي  ْنَم  ُه َّلََّو  ُ َّللّا  َّزَع  َّلَجَو ًائْيَش  ْنِم  ِرْمَأ  َيِمِلْسُْملا  َبَجَتْحَاف  َنوُد  ْم ِِتَِجاَح  ْم ِِتَِّ لَخَو  ِْهِرَْقفَو 
 َبَجَتْحا  ُ َّللّا  ُهْنَع  َنوُد  ِهِتَجاَح  ِهِتَّ لَخَو  ِِهرَْقفَو  َلَاق  َلَعََجف  ًلَُجَر  ََلع  ِجِئاَوَح  ِساَّنلا.
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artinya: 
‚Telah menceritakan kepada kami Sulaima>n bin Abdurrahman Ad 
Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah, telah 
menceritakan kepadaku Ibnu Abi> Maryam bahwa Al-Qa>sim bin 
Mukhaimirah telah mengabarkan kepadanya bahwa Abu Maryam Al Azdi 
telah mengabarkan kepadanya; ia berkata: aku menemui Mu'awiyah, 
kemudian ia berkata: kenikmatan apakah yang diberikan kepada kami 
melaluimu wahai Abu> Fula>n? Hal itu merupakan perkataan yang biasa 
diucapkan orang-orang Arab-. Kemudian aku katakan; sebuah hadits yang 
aku dengar, aku akan mengabarkannya kepadamu, aku telah mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Barangsiapa yang Allah 
'azza wajalla serahkan kepadanya sebagian urusan orang muslim kemudian 
ia menutup diri dari melayani kebutuhan mereka dan keperluan mereka, 
maka Allah menutup diri darinya dan tidak melayani kebutuhannya, serta 
keperluannya." Abu> Maryam berkata; kemudian Mu'awiyah menjadikan 
seseorang untuk mengurusi kebutuhan-kebutuhan manusia‛ (Abu> Da>ud) 
 
 
 
 
                                                             
 8Abu> Da>ud Sulaima>n bin al-‘Asy’as\ bin Isha>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amru>, Sunan 
Abi> Da>ud, Jus IV (Baeru>t: al-Maktabah al-‘As}riyyah; 275 H), h. 135. 
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Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Kepala Daerah dan DPRD 
yang diamanahkan sebagai organ yang berwenang membentuk Perda diharapkan 
didalam setiap tahapan yang dilakukan untuk menghasilkan produk hukum ini 
bersinergi dengan baik agar tercipta produk hukum Perda yang diterima oleh 
pemerintah pusat maupun masyarakat didaerahnya. 
Namun jika kita perhatikan produk hukum Perda yang dibuat oleh Kepala 
Daerah dan DPRD saat ini yang setelah dievaluasi oleh Pemerintah pusat ternyata 
banyak yang dibatalkan. Sebagaimana  tindakanpemerintah pusat yang telah 
membatalkan 3.143 Perda,karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan kepentingan umum ini mengindikasikan bahwa dalam 
pembentukan Perda belum terjadi Sinergitas dan Koordinasi yang baik. 
Padapenelitian ini penulismemilih Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu 
Kabupaten yang terletak diwilayah bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan 
sebagai objek penelitian dikarenakan dengan maksud untuk berpartisipasi untuk 
mengembangkan daerah kelahiran juga keinginan untuk mengetahui lebih lanjut 
pembentukan Perda yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten 
Jeneponto,namun didalam penelitian kali ini penulis hanya ingin mendalami perda 
yang diajukan oleh DPRD atau yang kita kenal dengan sebutan Perda Inisiatif 
DPRD. 
Dari latar belakang diatas sehingga penulis ingin membahas dalam sebuah 
karya ilmiah yang berjudul:Sinergitas Antara Kepala Daerah dan DPRD dalam 
Pembentukan Perda Inisiatif DPRD  Berdasarkan UU.No.9 Tahun 2015 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Studi  di Kabupaten Jeneponto). 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka tercapailah pointer 
focus sebagai representasi dari focus penelitian yaitu kewenangan DPRD didalam 
pembuatan PERDA Inisiatif di Kab.Jeneponto.Adapun deskripsi focus merujuk 
pada pembentukan perda  Kab.Jeneponto Tahun 2014-2016. 
Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD dan perangkat daerah 
lainnya.Pembentukan perda yaitu proses yang dimulai dari tahap 
perencanaan,penyusunan,pembahasan, penetapan dan pengundangan yang 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah diatas dapat ditarik Rumusan 
Masalah sbb: 
1. Bagaimana peran Kepala Daerah dan DPRD dalam pembentukanPerda 
Inisiatif  DPRD? 
2. Bagaimana bentuk Sinergitas antara Kepala Daerah dan DPRD 
dalampembentukan Perda Inisiatif DPRD? 
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D. Kajian Pustaka 
Secara umum kajian pustaka merupakan bagian dimana peneliti harus 
mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literature-literatur 
yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang akan diteliti.ini dimaksudkan 
agar mampu mengidentifikasi signifikan dan konstribusi akademik dari penelitian 
pada konteks waktu dan tempat tertentu. 
Adapun kajian pustaka didalam penelitian ini diperoleh dari: 
BukuProf.Dr.Achmad Ruslan,S.H,M.H.yang berjudul:Teori dan Panduan 
Praktik Pembentukan Peraturan perundang-undangan di Indonesia dimana 
didalamnya membahas secara tuntas mengenai perundang-undangan dan 
mekanisme pembuatannya termasuk teori perundang-undangan,hierarki dan 
materi muatan peraturan perundang-undangan. 
BukuDr.H.SiswantoSunarno,S.H.,M.H yang berjudul Hukum 
Pemerintahan Daerah di Indonesia dimana secara garis besar membahas mengenai 
pemerintahan daerah termasuk didalamnya struktur,mekanisme otonomi 
daerah,perangkat daerah dan Perda 
Buku Prof.H.Rozali Abdullah,S.H, yang berjudul Pelaksanaan Otonomi 
Luas dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung.dimana dibuku ini dibahas 
mengenai penyelenggaraan pemerintahan,DPRD,Perda dll. 
Buku Prof.Dr .Sugiyono yang berjudul memahami Penelitian Kualitatif, 
dalam buku ini dibahas mengenai landasan teori,populasi dan sampel,teknik 
pengumpulan data dan lain-lain 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Kepala Daerah dan DPRD 
dalam pembentukanPerda Inisiatif DPRD 
2. Untuk mengetahui sejauh mana Sinergitas antara Kepala Daerah dan 
DPRD dalam pembentukanPerda Inisiatif DPRD 
Sedangkan terkait kegunaan atau manfaat penelitian ini yaitu sbb: 
1. Manfaat akademik yaitu sebagai upaya mendapatkan gelar sarjana hukum 
pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan ilmu hukum Uin-Alauddin 
Makassar. 
2. Manfaat teoritis yaitu sebagai upaya untuk memperkaya pemahaman dan 
pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum tata negara pada aspek 
perundang-undangan. 
3. Manfaat praktis yaitu Penelitian ini agar dapat dijadikan bahan,sumber 
yang dijadikan pegangan didalam pembuatan perda oleh Kepala Daerah dan 
DPRD,praktisi hukum  beserta pihak yang tertarik mendalami hukum 
perundang-undangan. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian Tinjauan, Teori,  dan Sinergitas 
1. Definisi tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai 
berikut: “hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, 
mempelajari, dan sebagainya)”.1 
2. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang 
berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi 
hubungan antar variable sehingga dapat berguna menjelaskan berbagai 
fenomena secara sistematik.
2
 
3. Kata sinergitas berasal dari kata sinergi yang menurut Kamus Besar 
Bahasa Indoneia adalah kegiatan atau operasi gabungan . 
 Sinergitas merupakan proses memadukan beberapa aktivitas dalam rangka 
mencapai hasil yang berlipat. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1
Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  PN Balai Pustaka, 
h. 40. 
2
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung:Alfabeta, 2008), h. 41. 
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B. Konsep Negara Hukum 
Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan 
berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran 
atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam 
situasi kesejarahan. Oleh karena itu meskipun konsep Negara hukum dianggap 
sebagai konsep universal, tetapi pada dataran implementasi ternyata memiliki 
karakteristik beragam.
3
 
Ide Negara hukum (rechtsstaat) diintrodusir melalui RR 1854 dan ternyata 
dilanjutkan dalam UUD 1945. Dengan demikian ide dasar Negara hukum 
Pancasila tidaklah lepas dari ide dasar tentang 
“rechtsstaat”. 
 Negara hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya 
kekuasaan Negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat-alat Negara 
mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku 
dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Konsep Negara hukum ini 
sebenarnya merupakan protes terhadap pemerintahan tirani yang melakukan 
penindasan terhadap rakyat, sebab tidak ada batasan bagi dictator dalam 
melakukan kekuasaannya.
4
 
 Negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaats pada umumnya 
bercirikan demokrasi konstitusionil, dimana undang-undang dasar mempunyai 
fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa 
sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan 
demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Negara bukan 
                                                             
3
Ridwan HR,  Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2014,  h. 1. 
4
Supriyanto Hadi, Peran Penting Program Legislasi Daerah Dalam Pembentukan 
Peraturan Daerah Di Provinsi Papua Jurnal Hukum dan Masyarakat Volume 13 Nomor 2 April 
2014. 
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sekedar sekumpulan keluarga belaka atau suatu persatuan organisasi profesi, atau 
penengah di antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan antara 
perkumpulan suka rela yang diizinkan keberadaannya.
5
 
Syarat-syarat dasar rechtsstaat : 
1. Asas legalitas : setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar 
peraturan perundang-undangan 
(wettelijke grondslag). Dengan landasan ini, Undang-Undang dalam arti formal 
dan UUD sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam 
hubungan ini pembentukan Undang- Undang merupakan bagian penting Negara 
hukum. 
2. Pembagian kekuasaan : syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan 
Negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan. 
3. Hak-hak dasar (grondrechten) : hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan 
hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-
Undang. 
4. Pengawasan pengadilan : bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang 
bebas untuk menguji keabsahan (rechtmatig-heidstoetsing) tindak pemerintahan.
6
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
5
Bustanuddin, Konsepsi Pembentukan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Jambi. 
 
6
Yudi Ayubchan, Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif dan Efektifitas 
Pelaksanaannya Pada Pemerintah Kota Kediri Jurnal Ilmu Hukum, Mizan, Volume 1, Nomor 2, 
Desember 2012. 
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C. Pengertian  Peraturan PerUndang-Undangan  
1. Pengertian peraturan-perundang-undangan 
Peraturan perundang-undangan dalam konteks negara Indonesia adalah 
peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang 
berwenang dan mengikat secara umum. 
Menurut S.F Marbun dan Mahfud MD Peraturan adalah hukum yang in 
abstracto atau general norm yang sifatnya berlaku umum secara teoritik 
istilah peundang-undangan mempunyai dua pengertian yaitu : 
1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses 
membentuk peraturan-peraturan Negara, baik ditingkat pusat maupun 
ditingkat daerah. 
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara yang merupakan 
hasil pembentukan peraturan-peraturan baik ditingkat pusat maupun 
ditingkat daerah. 
Dari sisi ilmu perundang-undangan, menurut Bagir Manan pengertian 
peraturan perundang-undangan adalah sbb: 
1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan 
yang berwenang, berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat 
umum 
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan 
mengenai hak, kewajiban, fungsi dan status suatu tatanan 
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau 
abstrak-umum artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, 
peristiwa atau gejala konkret tertentu.  
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Bersifat umum abstrak sendiri dicirikan oleh unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Waktu, artinya tidak hanya berlaku pada saat tertentu 
b. Tempat, artinya tidak hanya berlaku pada tempat tertentu 
c. Person (orang), artinya tidak hanya berlaku pada orang tertentu 
d. Fakta hukum, artinya tidak hanya ditujukan pada fakta hukum tertentu 
tetapi untuk berbagai fakta hukum yang dapat berulang-ulang atau untuk 
perbuatan yang berulang-ulang. 
Jadi, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang bersifat 
umum-abstrak, tertulis, mengikat umum, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang 
berwenang dan bersifat mengatur. 
Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan 
perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 
7
 
Pengertian dari peraturan-perundang-undangan sendiri diatur dalam pasal 
1 angka 2 UU NO.12.Tahun 2011 tentang hierarki peraturan Perundang- 
undangan yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat 
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang 
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.
8
 
 
 
 
                                                             
7
http://artasite. Blogspot .co.id/2010/08/ Hirarki-Peraturan-Perundang-undangan.html 
(25 Desember 2016). 
  
8
Republik Indonesia, UU.NO. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
PerUndang-Undangan. 
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Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Bersifat umum dan konfrehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan 
dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas. 
2. Bersifat universal. ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang 
akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu ia tidak dapat 
dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. 
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri adalah 
lazim bagi sesuatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat 
kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.
9
 
Dalam negara kesejahteraan (welfare state) tugas pemerintah tidak hanya 
terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga 
legislative. Dalam perspektif welfare state, pemerintah dibebani kewajiban untuk 
menyelenggarakan kepentingan umum atau mengupayakan kesejahteraan sosial, 
dimana didalam menyelenggarakan kewajiban itu pemerintah diberi kewenangan 
untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat, dalam batas-batas yang 
diperkenankan oleh hukum. 
D.  Hirarki Peraturan Perundang- Undangan 
Dalam wacana ilmu hukum (legal studies) salah satuh genre ilmu hukum 
yang eksponennya banyak memisahkan kajiannya tentang hirarki norma hukum 
adalah mazhab legal positivism 
Hans Kelsen sebagai salah satu eksponen genre of legal positivism 
mengonstruksi suatu model mengenai stufenbau des recht atau the hierarchy of 
normsyang dijadikan referensi teoritis oleh banyak negara dalam konstruksi tata 
urutan peraturan perundang-undangannya. walaupun sebenarnya ada beberapa 
                                                             
9
Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara (Makassar:Alauddin University Press, 2013), 
h. 85-87. 
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pemikir yang mengonstruksi hirarki peraturan perundang-undangan, tetapi dengan 
model dan anasir- anasir yang berbeda. 
Eksplorasi pemikiran Hans Kelsen mengenai hirarki peraturan perundang-
undangan ab initioi harus dalam konteks nalar legal positivism. hal ini signifikan 
karena nalar hukum stufenbau des recht atau the hierarchy of norms hans kelsen 
inherent dengan nalar legal positivism. 
Hans Kelsen mengkualifikasikan hukum sebagai sesuatu yang murni 
formal. jadi,  tata hukum (legal order) adalah sesuatu system norma. 
Sistem norma merupakan suatu susunan yang berjenjang (hierarkis) dan 
setiap norma bersumber pada norma yang ada diatasnya yang membentuknya atau 
yang memberi dan menentukan validasinya dan menjadi sumber bagi norma yang 
ada dibawahnya. puncak dari hirarki tersebut adalah suatu norma dasar 
(grundnorm), yaitu konstitusi. Norma dasar tersebut  menjadi dasar tertinggi 
validitas keseluruhan tata hukum. konstitusi yang dimaksud disini adalah 
konstitusi dalam arti materiil, bukan formil. 
Teori stufenbau des recht atau the hierarchy of norm, yang dinstrodusir 
Hans Kelsen dapat dimaknai: 
1. Perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki 
dasar hukum atau validasi dari suatu peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi. 
2. Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 
tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Terkait dengan substansi norma dasar, Hans 
Kelsen membedakan dua jenis norma atau system norma.keduanya adalah: 
system norma statis (the static system of norm) dan system norma dinamis 
(the dinamic system of norm). 
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System norma statis adalah system yang melihat suatu norma dari segi isi 
atau materi muatan norma itu sendiri. isinya menunjukkan kualitas yang terbukti 
secara langsung menjamin validitasnya. sedangkan, system norma dinamis adalah 
system yang melihat suatu norma yang pembentukannya sesuai dengan prosedur 
oleh yang ditentukan oleh konstitusi. dengan perkataan lain, dilahirkan oleh pihak 
yang berwenang untuk membentuk norma tersebut yang tentu saja norma tersebut 
bersumber dari norma yang lebih tinggi. kewenangan tersebut merupakan suatu 
delegasi. norma yang membentuk kekuasaan didelegasikan dari suatu otoritas 
kepada otoritas lain. otoritas yang pertama adalah otoritas yang lebih tinggi, 
otoritas yang kedua adalah otoritas yang lebih rendah. 
Nampaknya dari konsep system norma dinamis yang dikonstruksi oleh 
Hans Kelsen diatas menunjukkan bahwa organ-organ negara mempunyai 
kewenangan membentuk hukum dapat ditelusuri validitasnya melalui suatu 
hubungan kelembagaan yang hirarkis. konsep ini dapat dipahami sebagai suatu 
konsekuensi dari karakter pembentukan norma hukum yang hirarkis. hirarki 
tersebut menurut perspektif system norma dinamis tentu saja disesuaikan dengan 
struktur kelembagaan atau ketatanegaraan yang dianut oleh suatu negara yang 
diatur dalam konstitusinya. 
Selain itu, dua konsep norma hukum tersebut perspektif system norma 
statis dan system norma dinamis dapat menjadi penuntun untuk memahami bahwa 
suatu norma selain dapat dapat dilihat atau dipahami segi validitas materi 
muatannya, juga dapat dilihat atau dipahami segi validitas dasar atau prosedur 
pembentukannya serta jika ada validitas materi muatan/organ pembentuk norma 
selanjutnya yang lebih rendah atau didelegasikannya. lebih tegasnya, baik aspek  
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materi maupun aspek organ yang membentuk suatu norma tidak boleh 
bertentangan dengan norma yang diatasnya yang menentukannya. 
 Pernyataan Hans Kelsen diatas menunjukkan bahwa tidak ada jaminan 
norma yang lebih rendah  selalu sesuai dengan norma lebih tinggi yang 
menentukan pembentukan dan materi muatan norma yang lebih rendah tersebut. 
namun menurut konstruksi tata hukum, penentuan terhadap konflik norma 
tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang Hans Kelsen menyebut 
organ yang berwenang tersebut adalah pengadilan. organ peradilan tersebut 
diberikan hak untuk memberikan putusan akhir dari perkara tersebut dan 
putusannya itu menjadikan perkara tersebut res judicata. 
 Lebih lanjut, Hans Kelsen mempostulasikan bahwa sifat keputusan final 
yang dibuat oleh otorita yang berkompeten tersebut adalah bersifat konstitutif, 
bukan deklaratif. jadi, keputusan yang membatalkan norma dengan alasan-alasan 
tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh tata hukum berkonsekuensi pada 
norma hukum tersebut adalah batal (null)ab initio. Pembatalan tersebut adalah 
suatu pembatalan dengan kekuatan berlaku surut. 
Dari paradigma tata hukum yang dikonstruksi Hans Kelsen diatas, dalam 
hal terjadinya konflik norma menunjukkan pula bahwa ia mensyaratkan 
terbentuknya suatu organ yang menentukan konstitusionalitas atau legalitas suatu 
norma. 
Mengenai pembatalan atau keterbatalan (nullity) suatu norma lebih jelas  
dapat dipahami dari postulasi Hans Kelsen sebagaimana ia nyatakan berikut ini: 
 “the general principle which is at the basis of this this view may be 
formulated in the following may: a legal norm is always valid. it cannot be nul, 
but it can be annulled. there are, however, different degrees of annullability. the 
legal order may authorized a special organ to declare a  norm nul, that means, to 
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annul the norm with retroactive force, so that the legal effects, previously 
produced by the norm, may be abolished. this is usually but not correctly 
characterized by the statement that the norm was avoid ab initio or has been 
declaration in question has, however, not a declaratory but a constitutive 
character. without this declaration of the competent organ the norm cannot be 
considered to be avoid”. 
Jadi pada prinsipnya setiap norma hukum selalu valid, tidak batal (null), 
tetapi ia dapat dibatalkan oleh suatu lembaga atau organ yang berkompeten 
dengan alasan tertentu menurut tata hukum. Konsekuensinya, suatu norma hukum 
harus ia selalu dianggap valid sampai ia dibatalkan. manakala lembaga yang 
berkompeten memutuskan demikian melalui judicial review atau jika norma 
tersebut adalah undang-undang, maka ia pula lazimnya dibatalkan oleh undang-
undang lain menurut asas lex posterior derogate priori atau dengan desuetude. 
 Deskripsi diatas dapat menjadi petunjuk memahami mosaik pemikiran 
hukum Hans Kelsen teori stufenbau des recht atau the hierarchy of norms dengan 
nalar legal positivism. 
Dalam konteks dogmatika hukum negara Indonesia,penentuan jenis dan 
hirarki norma hukum pada tingkatan peraturan perundang-undangan telah diatur 
secara khusus sampai sekarang. pada 1966, terbentuk norma hukum yang 
mengatur jenis dan hirarki norma hukum pada tingkatan peraturan perundang-
undangan, yaitu ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai sumber tertib hukum 
Republik Indonesia dan tata urut perundangan Republik Indonesia.  
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materi muatan norma hukum tersebut menentukan bahwa bentuk dan tata 
urut peraturan sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Dasar 
2. Ketetapan MPR 
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
4. Peraturan Pemerintah 
5. Keputusan Presiden dan 
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan Menteri, 
Instruksi Menteri dan lain-lain. 
Setelah  terjadinya perubahan tatanan hukum dan politik di Indonesia sejak 
1998, penataan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan kembali 
dilakukan. pada tahun 2000, terbentuk hukum ketetapan MPR Nomor 
III/MPR/2000. Materi muatan norma hukum tersebut antara lain menentukan 
bahwa hirarki peraturan perundang-undangan pasal 2 adalah: 
1. Undang-Undang Dasar dan perubahan Undang-Undang Dasar 
2. Ketetapan MPR/S 
3. Undang-Undang 
4. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) 
5. Peraturan pemerintah 
6. Keputusan presiden dan 
7. Peraturan daerah. 
Pada 2004, penataan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan 
kembali dilakukan. Hal itu ditandai dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 
10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.norma 
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hukum tersebut memuat berdasarkan pasal 7 ayat (1) jenis dan hirarki peraturan 
perundang-undangan sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
2. Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 
3. Peraturan pemerintah 
4. Peraturan presiden dan 
5. Peraturan Daerah. 
Pada 2011, kembali dilakukan penataan peraturan perundang-undangan 
dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jenis 
10
dan hirarki 
perundang-undangan sbb: 
1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
2. Ketetapan MPR 
3. Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 
4. Peraturan pemerintah 
5. Peraturan presiden 
6. Perda Provinsi dan 
7. Perda Kab/Kota. 
Adanya berbagai jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam 
suatu susunan yang hirarkis,mengakibatkan pula adanya perbedaan dalam hal 
fungsi maupun materi muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan 
tersebut. 
Berdasarkan tata susunan jenis-jenis peraturan perundang-undangan 
tersebut,maka fungsi masing-masing jenis peraturan perundang-undangan tersebut 
adalah sesuai dengan hirarkinya. misalnya, fungsi undang-undang dan PERPU. 
 
                                                             
10Ibid. h.50-51 
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E.  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
1. Pengertian Pemerintahan Daerah 
Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. dikatakan sebagai seni karena 
berapa banyak  pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan , 
mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. 
sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi 
syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek 
materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas). 
Pemerintahan berasal dari kata pemerintah , yang paling sedikit kata perintah 
tersebut memiliki 4 unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung,kedua pihak 
tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, 
dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. 
C.F Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala 
aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam 
arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi 
kekuasaan eksekutif.
11
 
Dari uraian – uraian  tersebut di muka penulis dapat menyimpulkan dan 
memberikan definisi pribadi sebagai berikut: 
Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan 
pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislative), kepemimpinan dan koordinasi 
                                                             
11
 http://Demokrasi Pancasila Indonesia.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-pemerintah-
dan-pemerintahan.html. (25 Desember 2016). 
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pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) 
dalam berbagai peristiwa dan gelaja pemerintahan, secara baik dan benar .
12
 
daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintah. 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13
 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintahan daerah yang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
(medebewind), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 
masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14
  
 
 
 
 
 
 
                                                             
12
Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan (Bandung: Refika Aditama 2009), 
h. 20-24. 
13
Republik Indonesia, UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
14
Haw. Widjaja,  Penyelenggaraan  Otonomi di Indonesia  (Jakarta: Rajawali Pers, 2005),  
h. 37. 
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2. Penyelenggara Pemerintahan 
Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD 
dalam menyelenggarakan pemerintahan pemerintah pusat, menggunakan asas 
desentralisasi, tugas pembantuan serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku. sementara itu, pemerintah daerah dalam 
menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas 
pembantuan. 
 Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman 
pada asas umum penyelenggaraan negara, yang dalam hukum Administrasi 
Negara dikenal dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang layak. Di negeri 
Belanda asas umum pemerintahan yang layak ini sudah diterima sebagai norma 
hukum tidak tertulis, yang harus ditaati oleh penyelenggara pemerintahan, 
terutama pejabat tata usaha negara, dalam membuat keputusan tata usaha negara, 
sebelumnya dalam praktik penyelenggaraan di Indonesia, asas-asas ini sudah 
mulai diterima, walaupun secara formal belum diakui sebagai sesuatu norma 
hukum tidak tertulis yang harus ditaati oleh penyelenggara pemerintahan, baik di 
pusat maupun di daerah, secara yuridis formal hal semacam ini baru diakui di 
negara kita dengan di undangkannya UU No.28 Tahun 1999 tentang 
penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(KKN). 
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Asas- Asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak sbb: 
1. Asas kepastian hukum 
2. Asas tertib penyelenggaraan negara 
3. Asas kepentingan umum  
4. Asas keterbukaan 
5. Asas proporsionalitas 
6. Asas profesionalitas 
7. Asas akuntabilitas 
8. Asas efisiensi dan efektivitas.15 
1. Kepala Daerah 
Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah.Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah.Kepala 
Daerah provinsi disebut Gubernur dan wakilnya disebut Wakil Gubernur. 
Sementara itu, Kepala Daerah Kabupaten/kota disebut Bupati/walikota dan 
wakilnya disebut wakil Bupati/Walikota. 
Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang diantaranya: 
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan kebijakan 
yang ditetapkan bersama DPRD. 
2. Mengajukan rancangan PERDA. 
3. Menetapkan PERDA yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. 
4. Menyusun dan mengajukan PERDA tentang APBD kepada DPRD untuk 
di bahas dan di tetapkan bersama. 
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. 
                                                             
15
Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara 
Langsung (Jakarta:Rajawali Press, 2010), h. 27-28. 
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6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan 
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan perundang-
undangan. 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Daerah mempunyai 
kewajiban,yaitu: 
1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 
Negara Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memulihkan 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 
3. Memulihkan ketentraman dan ketertiban masyarakat 
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi, dalam arti penyerapan aspirasi, 
peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat 
5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan  
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah 
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik 
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 
daerah. 
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2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kedudukan,Fungsi,Tugas Dan Wewenang DPRD 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, 
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan merupakan unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah disamping pemerintah daerah. 
DPRD memiliki tiga fungsi utama yaitu: 
1. Fungsi legislasi, yaitu membentuk Peraturan Daerah 
2. Fungsi anggaran, yaitu menetapkan anggaran 
3. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya 
pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan ketiga fungsi tersebut diatas, DPRD mempunyai tugas dan 
wewenang yaitu: 
1. Membentuk PERDA, yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat 
persetujuan bersama 
2. Membahas dan menyetujui rancangan PERDA tentang APBD bersama 
kepala daerah 
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksaanaan PERDA dan peraturan 
peundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan 
pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah 
dan kerja sama internasional di daerah 
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil 
kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam Negeri bagi DPRD 
Provinsi dan kepada menteri dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD 
Kabupaten/Kota 
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5. Memilih wakil  kepala daerah apabila terjadi kekosongan jabatan wakil 
Kepala Daerah 
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah 
7. Meminta laporan keterangan  pertanggungjawaban  Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 
8. Membentuk panitia pengawas pemiihan kepala daerah 
9. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD Dalam 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 
10. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan 
dengan pihak ketiga membebani masyarakat dan daerah. 
Untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya DPRD diberikan hak yaitu: 
1. Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah 
mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang 
berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara. 
2. Hak angket yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan dari DPRD untuk 
melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah, 
yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 
masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. 
3. Hak menyatakan pendapat, yaitu Hak DPRD untuk menyatakan pendapat 
terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa, yang 
terjadi di daerah, disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau 
sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. 
Disamping hak-hak yang dimiliki oleh DPRD sebagai institusi, anggota DPRD 
secara individu juga memiliki hak-hak antara lain: 
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1. Mengajukan rancangan PERDA 
2. Mengajukan pertanyaan 
3. Menyampaikan usul dan pendapat 
4. Memilih dan dipilih 
5. Membela diri 
6. Imunitas 
7. Protokoler dan  
8. Keuangan dan administrasi. 
Hak protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam 
peraturan pemerintah. Disamping memiliki beberapa hak, anggota DPRD Juga 
memiliki beberapa kewajiban, yaitu: 
1. Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan mentaati semua 
peraturan perundang-undangan 
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi, dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan 
NKRI 
4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah 
5. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat 
6. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok 
dan golongan 
7. Memberikan pertanggungjwaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota 
DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah 
pemilihannya 
8. Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPR. 
36 
 
F. Peraturan Daerah (PERDA) 
1. Pengertian Perda 
Peraturan Daerah (perda) adalah instrument aturan yang secara sah 
diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di 
daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-
undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan 
menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.
16
 
Didalam pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Pemerintahan Daerah menyatakan  bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya 
disebut Perda atau nama lain adalah Perda Provinsi  dan Perda Kabupaten/Kota. 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan 
persetujuan bersama Bupati/Walikota. 
2. Kewenangan Pembentukan Perda 
Kewenangan pada Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah dalam 
pembentukann Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari aspek 
hukum administrasi negara. Unsur kewenangan selalu dikaitkan dengan 
unsur/elemen “kewenangan” atau “Jabatan” atau “kedudukan”, oleh karena itu 
dalam penggunaanya harus dibedakan antara prinsip pertanggung jawaban 
jabatan, prinsip pertanggung jawaban pribadi. Dalam pengertian bahwa tanggung 
jawab jabatan harus dibedakan dengan tanggung jawab pribadi. Dalam hukum 
publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang 
sama dengan wewenang, karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, 
legislative dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur 
esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di 
                                                             
16
Himawan Estu Bagijo Pembentukan Peraturan Daerah Fakultas Hukum Unair. 
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samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang);  
keadilan; d) kejujuran; e) kebijaksanaan; dan f) kebajikan. Kekuasaan merupakan 
inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (de staat in 
beweging) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, 
dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi 
kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo merupakan kemampuan 
seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku 
seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai 
dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara5. Kekuasaan membuat 
peraturan perundang-undangan juga merupakan kekuasaan yang melekat secara 
atributif kepada  legislatif sebagai perwakilan seluruh rakyat yang berada di dalam 
lapangan hukum publik. 
Salah satu kewenangan organ Negara adalah kewenangan DPR/D untuk 
membuat undang-undang atau Peraturan Daerah. Kewenangan ini bersifat 
atributif, karena diberikan oleh UUD 1945 untuk DPR dan Undang 
UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk DPRD. Oleh 
karena itu penggunaanya harus dilakukan berdasar atas prinsip atau asas akuntable 
dan asas transparansi, sehingga benar-benar sesuai dengan peraturan yang 
mendasarinya. Kaitanya dengan pembentukan Perda, wewenang yang dimiliki 
DPRD merupakan wewenang atributif, karena wewenang tersebut diberikan oleh 
undang-undang, khususnya Undang Undnag Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini tentunya tidak dapat dipisahkan dengan 
wewenang yang dimilki oleh eksekutif, karena Perda hanya dapat dibentuk secara 
bersama sama antara DPRD dengan Pemerintah. Oleh karena itu, hubungan antara 
kedua lembaga ini disebut sebagai hubungan partnership, tidak ada sebuah produk 
Perda yang dibentuk oleh DPRD tanpa kerjasama dengan Pemerintah, sebaliknya 
38 
 
tidak ada Perda tanpa DPRD. Apabila mengacu pada teori wewenang 
sebagaimana terurai di atas, maka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 
kewenangan pembentukan Perda tidak terletak pada kekuasaan DPRD, melainkan 
berada pada kekuasaan dua lembaga atau dua organ sekaligus, yaitu pada 
kewenangan DPRD dan Pemerintah Daerah. Sebab tidak ada kewenangan 
pembentukan Perda yang hanya dilakukan oleh DPRD tanpa Pemerintah. Secara 
teoritis sebutan legislatif terhadap DPRD, apabila mengacu pada ajaran Trias 
Politika sebenarnya kurang tepat, sebab sesuai dengan kewenangan pembentukan 
undang-undang atau Perda, selalu pembentukanya berada pada dua lembaga/ 
organ tersebut. Mengutip pendapat H. D. Stout, wewenang merupakan pengertian 
yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai 
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan kekuasaan. 
 Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama 
dengan   kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat     
atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban 
(rechten enplichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung 
pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zeljregelen) dan mengelola sendiri 
(zeljbesturen), sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk 
menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti 
kekusaaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan 
negara secara keseluruhan.  
Berdasarkan ketentuan diatas, dalam kaitannya dengan otonomi daerah 
dapat diketahui bahwa organ pemerintahan pusat yang melaksanakan tugas 
pemerintahan didaerah bertindak tidak berdasarkan pada suatu atribusi wewenang 
karena organ pemerintah pusat dengan organ pemerintah pusat yang di 
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daerah terdapat hubungan hirarki. Sementara dalam mandat juga tidak ada 
sama sekali. kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan. Sehingga yang 
lebih cocok disini adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah didasarkan pada suatu delegasi, dimana dalam hal otonomi 
daerah terdapat pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 
pemerintahan, yaitu pemerintah pusat kepada organ pemerintahan lainnya, dalam 
hal ini pemerintah daerah yang meliputi pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan 
Kota. Setelah berlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Pemerintahan Daerah lebih memilih bentuk kedua, yaitu daerah 
menyelenggarakan semua urusan rumah tangga pemerintahan daerahnya di luar 
urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Hal ini tercermin 
di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) undang-undang tersebut, yang terdiri atas 6 
(enam) urusan pemerintahan yang menajdi urusan pemerintah pusat, yaitu: a) 
agama; b. moneter dan fiscal nasional; c. keamanan; d. pertahanan; e) politik luar 
negeri; dan f) yustisi. Di luar ke enam urusan tersebut menjadi urusan masing-
masing daerah, namun dalam prakteknya terhadap di luar ke enam urusan 
pemerintahan tersebut masih banyak yang diintervensi oleh pemerintah pusat.
17
 
Kewenangan membuat peraturan daerah merupakan wujud nyata 
pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, 
peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi 
daerah. 
Perda di tetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan 
bersama  DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh 
Provinsi/Kab/Kota, serta tugas pembantuan. 
                                                             
17
Muhammad Suharjono Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam 
Mendukung Otonomi Daerah PNS di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumenep 
Provinsi Jawa Timur. 
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Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundang-
undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing 
daerah perda yang dibuat oleh satu daerah, tidak boleh bertentangan dengan 
kepentingan umum dan/dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan 
baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam 
lembaran daerah. 
Pengertian bertentangan dengan kepentingan umum dalam hal ini adalah 
kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, 
terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, serta kebijakan yang bersifat 
diskriminatif. perda yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dapat di batalkan oleh pemerintah pusat 
dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. 
Hubungan kewenangan antara DPRD dengan kepala daerah adalah 
terciptanya harmonisasi hubungan yang dilandasi prinsip kesetaraan, 
keseimbangan dan kemitraan dalam rangka melaksanakan pembangunan di semua 
bidang terutama dalam bidang otonomi dan pembantuan. Otonomi dan pembntuan 
tidak akan bisa terlaksana bila hubungan kedua organ  tersebut tidak dijalankan 
secara setara, seimbang dan kemitraan.
18
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Juanda Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara 
DPRD dan Kepala Daerah (Bandung: Alumni 2008), h. 271-272. 
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3. Asas Pembentukan Perda 
Karena perda merupakan bagian dari perundang-undangan pembentukan 
suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-
undangan pada umumnya yang terdiri dari: 
1. Kejelasan tujuan 
2. Kelembagaaan atau organ pembentuk yang tepat 
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan 
4. Dapat dilaksanakan 
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 
6. Kejelasan rumusan dan 
7. Keterbukaan 
Sementara itu materi muatan suatu perda mengandung asas: 
1. Pengayoman 
2. Kemanusiaan 
3. Kebangsaan 
4. Kenusantaraan 
5. Bhineka tunggal ika 
6. Keadilan 
7. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 
8. Ketertiban dan kepastian hukum 
9. Keseimbangan,keserasian dan keselarasan. 
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Disamping asas tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perda yang baik 
itu yang memuat ketentuan sbb: 
1. Memihak pada kepentingan rakyat banyak 
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia 
3. Berwawasan lingkungan dan budaya 
Sementara itu tujuan utama perda dari suatu daerah adalah untuk 
mewujudkan kemandirian lokal dan memberdayakan masyarakat. 
4. Materi Muatan Perda 
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat 
dalam Peraturan Perundang undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki 
Peraturan Perundang-undangan. 
Pasal 14 UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan  mengatur 
Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
yang berisi sebagai berikut: 
1. materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan 
2.  menampung kondisi khusus daerah 
3. dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi. 
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5. Landasan Pembentukan Perda 
Dalam Pembentukan Peraturan Daerah paling sedikit harus memuat tiga 
landasan yaitu: 
a. Landasan Filosofis 
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan 
pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan 
serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Perda haruslah dibuat dengan berlandaskan pada kebenaran dan prinsip-prinsip 
keadilan. 
     b. Landasan Sosiologis 
Hamzah Halim dan Kemal Redinho Syahrul Putera dalam bukunya 
menjelaskan bahwa Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas 
fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendoron 
perlunya pembuatan perundang-undangan (perda), yaitu bahwa ada sesuatu yang 
pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan. Landasan 
sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa 
peraturan yang dibentuk dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan 
empiris yang hidup dalam masyarakat. 
Oleh karena itu, landasan sosiologis ini akan tercermin di dalam konsideren 
menimbang yang didalamnya memuat fakta-fakta sosiologis yang melatar 
belakangi dibentuknya pertauran perundang-undangan tersebut. 
 
 
44 
 
c. Landasan Yuridis 
Dasar yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber 
hukum/dasar hukum untuk pembuatan/perancangan suatu peraturan perundang-
undangan. W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono mengatakan: Landasan 
yuridis dari penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi 
tiga hal yaitu : 
1. Kewenangan dari pembuat peraturan 
perundang-undangan 
2. Kesesuaian bentuk atau jenis peraturan 
perundang-undangan dengan materi 
yang akan diatur. 
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. 
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Dalam proses pembentukan perda, masyarakat berhak memberikan 
masukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. keterlibatan masyarakat ini 
mulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda 
penggunaan hak masyarakat ini dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata 
tertib DPRD. 
Rancangan perda dapat berasal dari DPRD (hak inisiatif) juga dapat 
berasal dari Gubernur, Bupati/Walikota. apabila dalam suatu masa persidangan , 
DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan perda 
mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan yang disampaikan 
oleh DPRD, sedangkan rancangan yang disampaikan oleh Gubernur, 
Bupati/Walikota  digunakan sebagai bahan untuk diperbandingkan. Mengenai tata 
cara mempersiapkan rancangan perda yang berasal dari Gubernur, 
Bupati/Walikota, diatur dengan peraturan presiden. Rancangan perda yang berasal 
dari DPRD disampaikan oleh anggota komisi, gabungan komisi atau alat 
kelengkapan DPRD yang khusus menangani  bidang legislasi. mengenai tata cara 
mempersiapkan rancangan perda, yang berasal dari DPRD diatur didalam 
peraturan tata tertib DPRD. dalam rangka sosialisasi atau publikasi rancangan 
perda yang berasal dari DPRD penyebarluasannya di lakukan oleh sekretariat 
DPRD, Sedangkan penyebarluasan rancangan perda yang berasal dari Gubernur 
atau Bupati/Walikota dilakukan oleh sekretariat Daerah. 
Agar perda dapat berfungsi secara efektif, suatu perda dapat memuat 
sanksi yang berupa: 
1. Pembebanan biaya paksaan, penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian 
kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
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2. Pidana kurungan 6 bulan atau denda paling banyak RP50.000.000. 
3. Ancaman pidana dan denda selain dari yang telah di sebutkan diatas sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 
Proses penetapan suatu perda di lakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur 
atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan  DPRD kepada 
Gubernur atau Bupati /Walikota, untuk di tetapkan sebagai perda 
2. Penyampaian rancangan perda oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur 
atau Bupati/Walikota, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari, 
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan. 
3. Rancangan perda yang dimaksud ditetapkan oleh Gubernur atau 
Bupati/Walikota, paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan tersebut 
mendapat persetujuan bersama. 
4. Apabila rancangan tersebut tidak ditetapkan oleh Gubernur atau 
Bupatiwalikota dalam tenggang waktu tiga puluh hari tersebut diatas 
rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib di undangkan 
dengan memuatnya didalam lembaran daerah. 
5. Apabila suatu perda tidak ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota 
dalam tenggang waktu tiga puluh hari tersebut, perda tersebut dinyatakan 
sah dengan mencantumkan kalimat pengesahannya pada halaman terakhir 
perda yang beersangkutan, yang berbunyi “Perda ini dinyatakan sah” dan 
diundangkan dengan memuatnya didalam lembaran daerah. 
Perda yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepada 
pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan. apabila perda  
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yang dimaksud ternyata bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat di batalkan oleh pemerintah pusat. 
pembatalan perda tersebut, ditetapkan dengan peraturan presiden dan dilakukakan 
dalam tenggang waktu paling lama 60 hari sejak diterimanya perda tersebut. 
kepala daerah yang bersangkutan paling lama tujuh hari setelah keputusan 
pembatalan, harus memberhentikan pelaksanaan perda tersebut dan selanjutnya 
DPRD bersama kepala daerah mencabut perda dimaksud. 
Apabila provinsi atau kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan 
pembatalan perda yang dimaksud dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh 
peraturan perundang undangan kepala daerah yang bersangkutan dapat 
mengajukan keberatan kepada mahkamah agung. seandainya keberatan tersebut 
dikabullkan sebagian atau seluruhnya, peraturan presiden tentang pembatalan
19
 
perda dimaksud dinyatakan tidak berlaku. 
  
                                                             
19
Rozali Abdullah, pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah  secara 
langsung (Rajawali Pers: Jakarta) , h. 131-136. 
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G.  Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinergitas antara Kepala Daerah dan DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Berdasarkan 
UU.NO.9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi di Kabupaten Jeneponto) 
UU.NO.9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan 
Daerah 
Peranan: 
1. Peranan Kepala Daerah dalam pembentukan 
Perda Inisiatif DPRD 
2. Peranan DPRD dalam pembentukan perda 
Inisiatif DPRD 
Bentuk Sinergitas 
1. Tahap perencanaan 
2. Tahap pembahasan 
3. Tahap pengundangan 
Terbentuknya Perda  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). 
yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka 
yang bersumber dari buku-buku, undang-undang serta inventarisasi peraturan-
peraturan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah (PERDA) 
inisiatif DPRD di Kabupaten Jeneponto. 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan 
skripsi ini, maka lokasi penelitian dipusatkan dikantor DPRD dan kantor Bagian 
Hukum Bupati Kabupaten Jeneponto.
1
 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-
undangan. langkah pertama yang dilakukan penelitian normative yang didasarkan 
pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang 
berkaitan dengan pemakai instrument undang-undang tentang pemerintahan 
daerah, selain itu mempergunakan bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan 
persoalan ini. Penelitian bertujuan menemukan fakta-fakta hukum yang jelas dan 
akurat dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum. 
 
C. Sumber Data 
Data adalah catatan atas kumpulan fakta, data merupakan bukti yang 
ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau 
                                                             
1
Andri Maulana, Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah 
DPRD Kab.Jeneponto Periode 2008-2013 (skripsi, 2015) , h. 24-27. 
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pendapatdalam keilmuan ilmiah, fakta dikumpulkan untuk menjadi data. dari 
data tersebut kemudian diolah sehingga dapat di utarakan dengan jelas dan 
tepat, sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung 
mengalaminya sendiri, hal ini dinamakan deskripsi. 
 
1. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari 
sumbernya. sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis yang 
dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan 
masalah yang diteliti, baik informan maupun responden 
2. Data sekunder 
Data sekunder merupakan data yang tidak  diperoleh secara langsung dari 
objeknya, tetapi melalui sumber lain.dalam hal ini data sekunder 
mencakup dokumen-dokumen resmi berisi informasi-informasi penting, 
buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. 
3. Data tersier 
Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap data primer maupun data sekunder seperti kamus hukum, Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jurnal, dan lain-lain. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulan 
data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research), dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke objek penelitian yaitu 
kantor DPRD dan kantor Bupati Kabupaten Jeneponto. 
Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti: 
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1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan, peninjauan sebelum diadakan 
penelitian, peneliti mengadakan kunjungan terlebih dahulu kedaerah 
tempat penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung 
terhadap aktivitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikantor 
DPRD Kabupaten Jeneponto dan aktivitas anggota bagian hukum pada 
Kantor Bupati Kabupaten Jeneponto. 
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang 
berhubungan dengan masalah penelitian yaitu ketua Badan legislasi daerah 
dan anggota DPRD  
 
pada umumnya yang menangani urusan legislasi juga terhadap ketentuan 
bagian hukum dan perundang-undangan dikantor Bupati. 
E. Instrument Penelitian 
Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang 
disesuaikan dengan jenis penelitian,yakni peraturan peundang-
undangan,observasi,wawancara dan dokumentasi data DPRD dan bagian 
hukum Kabupaten Jeneponto. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penulisan ini,data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik 
secara primer maupun sekunderdan dianalisis secara mendalam, selanjutnya 
diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan 
penulisan ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis Kabupaten Jeneponto 
Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian barat dari wilayah Propinsi 
Sulawesi selatan dan merupakan daerah pesisir pantai yang terbentang sepanjang 
± 95 di bagian selatan. Secara geografis terletek diantara 50 16’ 13” – 50 39’ 35” 
Lintang Selatan dan 120 40’ 19” – 120 7’ 51” Bujur Timur. Kabupaten Jeneponto 
berbatasan dengan : Ditinjau dari batas-batasnya maka pada sebelah Utara 
berbatasan dengan Gowa, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, sebelah 
Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan sebelah Timur berbatasan dengan 
Kabupaten Bantaeng Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha 
atau 749,79 km2. Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut bila dilihat dari 
jenis penggunaan tanahnya, maka penggunaan tanah yang terluas pertama tahun 
1999 adalah Tegalan/Kebun seluas 35.488 ha atau 47,33%, terluas kedua adalah 
Sawah Panen Satu Kali seluas 12.418 ha atau 16,56%, terluas ketiga adalah Hutan 
Negara seluas 9.950 ha atau 13,27%, sedangkan penggunaan tanah untuk 
Pekarangan seluas 1.320 ha atau 1,76%  
Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya memiliki 
permukaan yang sifatnya bervariasi, ini dapat dilihat bahwa pada bagian Utara 
terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari Barat ke Timur 
dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter diatas permukaan laut. Daerah 
ini cocok bila dijadikan sebagai areal pengembangan tanaman hortikultura dan 
sayur-sayuran. Bagian tengah meliputi wilayah-wilayah dataran dengan 
ketinggian 100 sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut. Memiliki 
potensi:Padi, Jagung, Palawija dan Peternakan).Bagian selatan meliputi wilayah-
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wilayah dataran rendah dan pesisir dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter 
di atas permukaan laut, memiliki potensi Perikanan, Tambak, Garam,Padi, 
Jagung, Palawija,dengan panjang pantai 114 KM. 
2.  Sejarah dan Pemerintahan 
a. Sejarah  
Penetapan hari jadi Jeneponto sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Selatan merupakan waktu yang cukup panjang dan Melibatkan banyak 
tokoh di daerah ini. Kajian dan berbagai peristiwa penting melahirkan beberapa 
versi mengenai waktu yang paling tepat untuk dijadikan sebagai Hari Jadi 
Jeneponto. Kelahiran adalah suatu proses yang panjang, yang merupakan 
momentum awal dan tercatatnya sebuah sejarah Bangsa, Negara, dan Daerah. 
Oleh Karena itu, kelahiran tersebut memiliki makna yang sangat dalam bagi 
peradaban manusia. 
Jeneponto merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, 
yang terletak di bagian selatan, tumbuh dengan budaya dan peradaban tersendiri 
seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Menyadari perlunya 
kepastian akan Hari Jadi Jeneponto, maka dilakukan beberapa upaya dengan 
melibatkan berbagai elemen di daerah ini melalui seminar-seminar yang 
dilaksanakan secara terpadu. 
Dari pemikiran yang berkembang dalam pelaksanaan seminar tersebut, 
diharapkan bahwa kriteria yang paling tepat untuk menetapkan Hari Jadi 
Jeneponto adalah berdasarkan pertimbangan historis, sosial-kultural, dan struktur 
pemerintahan, baik pada masa pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, 
maupun pertimbangan eksistensi dan norma-norma serta simbol-simbol adat 
istiadat yang di pegang teguh, dan dilestarikan oleh masyarakat dalam 
meneruskan pembangunan. 
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Selanjutnya, penelusuran tersebut menggunakan dua pendekatan yaitu 
Tanggal, Bulan dan Tahun menurut teks dan kejadiannya, serta pendekatan 
dengan mengambil tanggal-tanggal, bulan-bulan, maupun tahun-tahun  yang 
mempunyai makna-makna penting yang bertalian dengan lahirnya suatu daerah, 
yang dianggap merupakan puncak kulminasi peristiwa-peristiwa yang pernah 
terjadi. 
Adapun alternatif yang digunakan terhadap kedua pendekatan tersebut 
diatas yaitu: 
Pertama: 
1. November 1863, tahun berpisahnya antara Bangkala dan Binamu 
dengan Likang. Ini membuktikan jiwa patriotisme Turatea 
melakukan perlawanan yang sangat gigih terhadap pemerintah 
kolonial Belanda. 
2. Tanggal 29 mei 1929 adalah pengangkatan Raja Binamu. Tahun itu 
mulai diangkat “Todo” sebagai lembaga adat yang representatif 
mewakili masyarakat. 
3. Tanggal 1 mei 1959, adalah beerdasarkan Undang-Undang No.29 
Tahun 1959 menetapkan terbentuknya Daerah Tingkat II di 
Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto. 
Kedua: 
a. Tanggal 1 mei 1863, adalah bulan dimana Jeneponto menjalani 
masa-masa yang sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng 
Binamu, yang diangkat secara demokratis oleh “Todo Appaka” 
sebagai lembaga representatif masyarakat Turatea. 
b. Mundurnya Karaeng Binamu dari tahta sebagai bentuk perlawanan 
terhadap Belanda. 
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c. Lahirnya Undang-Undang No.29 Tahun 1959. 
d. Diangkatnya kembali Raja Binamu setelah berhasil melawan 
Kolonial Belanda. Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang 
bersejarah yaitu lahirnya afdeling negeri-negeri Turatea setelah 
diturunkan oleh pemerintah Belanda dan keluarnya laikang 
sebagai konfederasi Binamu. 
e. Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu 
(Mattewakang Dg. Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja 
yang melawan Belanda. 
Dengan demikian penetapan Hari Jadi Jeneponto yang disepakati oleh 
pakar pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh dan tokoh masyarakat Jeneponto, dari 
seminar Hari Jadi Jeneponto yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21 
Agustus 2002 di Gedung Sipitangari, dianggap sangat tepat, dan merupakan 
keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan berbagai kesimpulan 
diatas, maka Hari Jadi Jeneponto ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1863, dan 
dikukuhkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2003 
tangggal 25 April. 
Pemerintahan  
Kabupaten Jeneponto saat ini dipimpim oleh Drs. H. Iksan Iskandar, M.si 
selaku Bupati dan H. Mulyadi Mustamu, S.H selaku Wakil Bupati Jeneponto. 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto mencakup 113 
Desa/Kelurahan dengan rincian 82 Desa dan 31 Kelurahan serta 11 kecamatan, 
dengan rincian sebagai berikut: 
 
 
56 
 
NO. Nama Kecamatan Desa Kelurahan  Jumlah 
1. Bangkala  10 4 14 
2. Bangkala Barat 7 1 8 
3. Tamalatea  6 6 12 
4. Bontoramba  11 1 12 
5. Binamu  1 12 13 
6. Turatea 11 - 11 
7. Batang  4 2 6 
8. Arungkeke 7 - 7 
9. Taroang 8 - 8 
10.  Kelara  5 5 10 
11. Rumbia - 12 12 
Kabupaten Jeneponto 82 31 113 
 
 
Tabel 1. Banyaknya Desa/Kelurahan Tiap Kecamatan di Kabupaten Jeneponto
1
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3. Kondisi Iklim di Wilayah Kabupaten Jeneponto dan Curah Hujan 
Curah hujan di wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya tidak merata, 
hal ini menimbulkan adanya wilayah daerah basah dan wilayah semi kering. 
Ditinjau dari klasifikasi iklim maka Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa tipe 
iklim, tipe iklim tersebut adalah: 
1. Tipe iklim D3 dan Z4 yaitu wilayah memiliki bulan kering secara 
berurutan berkisar 5-6 bulan sedangkan bulan basah 1-3 bulan. 
2. Tipe iklim C2 yaitu wilayah memiliki bulan basah 5-6 bulan lembab 2-4 
bulan. Tipe ini dijumpai pada daerah ketinggian 700-1.727 m diatas 
permukaan laut yakni pada wilayah Kecamatan Kelara. 
Pada wilayah Jeneponto ini rata-rata bulanan curah hujan lebih banyak yang 
masuk kategori bulan lembab yaitu sebanyak lima bulan pada bulan April, Mei, 
Juni, Juli dan November, sedangkan bulan basah terdapat empat bulan yaitu 
Desember, Januari, Februari, dan Maret serta bulan kering tiga bulan yaitu bulan 
Agustus, September dan Oktober.
1
 
  
                                                             
1
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto,  Profil Kabupaten 
Jeneponto, Jeneponto: BAPPEDA, h. 12. 
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4. Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto 
Visi 
“Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan penguatan daya saing daerah 
menuju masyarakat Jeneponto yang sejahtera” 
Misi 
1. Membangun tata kelolah pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-
prinsip good governance 
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 
3. Membangun kemandirian ekonomi masyarakat yang bertumpu pada 
potensi lokal 
4. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, 
transparan, dan akuntabel 
5. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur dan pelayanan dasar disetiap 
Desa/Kelurahan 
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. 
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto 
DPRD Kabupaten Jeneponto merupakan Lembaga perwakilan rakyat 
Kabupaten Jeneponto yang bertindak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
Kabupaten Jeneponto yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum. 
Berikut susunan anggota DPRD Kab.Jeneponto periode 2013-2018 
No  Nama Jabatan Fraksi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Muhammad Kasmin.MS,SE 
H. Paris Yasir,SE 
H. Asrul Lachmuddin,SE, MH 
Ibnu Hajar, SH 
H. Zainuddin Bata, S.HI 
Dra. Hj. Fatma L Burhanuddin 
H. Lelong Azis 
Nur Ilma Rianda 
H. Burhanuddin, R.S.Pdi 
Ikram Ishak Iskandar 
Marsudi, SE 
Isjar Tinggi, SE 
Hj. Irmawati Sila, SE 
Mustafa Y 
Rusdini Rasyid, SH 
Emilia Yolanda Mulyadi,S.pt 
Ketua 
Wakil Ketua 
Wakil Ketua 
Ketua Komisi I 
Wakil Ketua Komisi I 
Sekretaris Komisi I 
Anggota Komisi I 
Anggota Komisi I 
Anggota Komisi I 
Ketua Komisi II 
Wakil Ketua Komisi II 
Sekretaris Komisi II 
Anggota Komisi II 
Anggota Komisi II 
Anggota Komisi II 
Anggota Komisi II 
DEMOKRAT 
GERINDRA 
PAN 
HANURA 
FPK 
GOLKAR 
PKB 
NASDEM 
FPK 
DEMOKRAT 
FPK 
 FPK  
HANURA 
PKB 
NASDEM 
GOLKAR 
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17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
H. Muhammad, S.HI 
Andi Baso Sugiarto, S.sos 
Hanapi, SE, MM 
Dr. Andi Tahal Fasni 
A. Kaharuddin, M 
Irsal Azis Kr. Lagu 
Drs. Andi Mappatunru, SH,MH 
H. Kaharuddin, SE 
Kasmawati DJ 
H. Baharuddin Kain 
H. Hasbullah, S.HI 
Sofia R 
Sudirman Sijaya, SH 
Herniati, S.ag 
Syamsul Tanro, SH 
Hj. Salmawati, SE 
Asprianto, SE 
Asdin Basoddin Azis Beta, SH 
Drs. H. Salinringi 
Kamaruddin 
Ali Sadikin, ST 
Anggota Komisi II 
Anggota Komisi II 
Anggota Komisi II 
Ketua Komisi III 
Wakil Ketua Komisi III 
Sekretaris Komisi III 
Anggota Komisi III 
Anggota Komisi III 
Anggota Komisi III 
Anggota Komisi III 
Anggota Komisi III 
Anggota Komisi III 
Anggota Komisi III 
Anggota Komisi III 
Ketua Komisi IV 
Wakil Ketua Komisi IV 
Sekretaris Komisi IV 
Anggota Komisi IV 
Anggota Komisi IV 
Anggota Komisi IV 
Anggota Komisi IV 
FPK 
GERINDRA 
PAN 
FPK 
DEMOKRAT 
GOLKAR 
PKB 
PKB 
HANURA 
NASDEM 
FPK 
FPK 
GERINDRA 
PAN 
FPK 
GERINDRA 
GOLKAR 
PAN 
PKB 
HANURA 
NASDEM 
61 
 
38 
39 
40 
Ahmad Nawawi, ST 
Jabal Arfah 
Kamaluddin Kasim 
Anggota Komisi IV 
Anggota Komisi IV 
Anggota Komisi IV
2
 
DEMOKRAT 
FPK 
FPK 
B. pembentukan Perda Dalam UU.No.9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan 
Daerah 
Pengaturan mengenai pembentukan Perda didalam UU.No.9 Tahun 2015 
Tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Bab IX yakni sebagai berikut: 
Paragraf 1 
Umum 
Pasal 236 
a. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah 
membentuk Perda. 
b. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan 
persetujuan bersama Kepala Daerah. 
c. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: 
1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan 
2. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang 
lebih tinggi. 
d. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat 
memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-
Undangan. 
Pasal 237 
1. Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan 
peraturan PerUndang-Undangan dan asas hukum yang tumbuh dan 
                                                             
2 Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto 
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berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip 
NKRI 
2. Pembentukan Perda mencakup Tahapan perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, penetapan, dan pengundangan 
3. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam 
pembentukan Perda 
4. Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara 
efektif dan efisien. 
Paragraf 2 
Tahap perencanaan 
1. Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda 
2. Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan 
skala prioritas pembentukan rancangan Perda 
3. Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di tetapkan 
dengan keputusan DPRD 
4. Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun 
sebelum penetapan ranperda tentang APBD 
5. Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka 
yang terdiri atas: 
1. Akibat putusan Mahkamah Agung dan 
2. APBD 
6. Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 5,dalam 
program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif 
terbuka mengenai: 
a. Penataan Kecamatan dan 
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b. Penataan Desa 
7. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mngajukan ranperda 
diluar program pembentukan Perda karena alasan: 
a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam 
b. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain 
c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas 
suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan 
DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang 
menangani bidang hukum pada pemerintah daerah 
d. Akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh Gubernur 
sebagai wakil pemerintah pusat untuk Perda Kabupaten/Kota dan 
e. Perintah dari ketentuan perUndang-Undangan yang lebih tinggi setelah 
program pembentukan Perda ditetapkan. 
Paragraf 3 
Penyusunan  
Pasal 240 
1. Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan 
Perda 
2. Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berasal 
dari DPRD atau Kepala Daerah 
3. Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 
berpedoman pada ketentuan peraturan perUndang-Undangan. 
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Paragraf 4 
241 
Pembahasan 
1. Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah 
untuk mendapatkan persetujuan bersama 
2. Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui 
tingkat pembicaraan 
3. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berpedoman pada 
ketentuan perUndang-Undangan. 
Paragraf 5 
Penetapan 
Pasal 242 
1. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah 
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan 
nmenjadi Perda 
2. Penyampaian ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 3 Har terhitung sejak tanggal persetujuan bersama 
3. Gubernur wajib menyampaikan ranperda Provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat 2 kepada Menteri paling lama 3 Hari terhitung sejak menerima Ranperda 
Provinsi dari pimpinan DPRD Provinsi untuk mendapatkan nomor register 
Perda 
4. Bupati/Walikota wajib menyampaikan Ranperda Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat 2 kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat paling 
lama 3 Hari terhitung sejak menerima Ranperda Kabupaten/Kota dari pimpinan 
DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan nomor register Perda 
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5. Menteri memberikan nomor register Ranperda Provinsi dan Gubernur sebagai 
wakil pemerintah pusat memberikan nomor register Ranperda Kabupaten/Kota 
paling lama 7 Hari sejak rancangan Perda diterima 
6. Rancangan perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud 
pada ayat 5 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan 
paling lama 30 Hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan 
Kepala Daerah 
7. Dalam hal Kepala Daerah tidak menandatangani Ranperda yang telah 
mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Ranperda tersebut 
sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah 
8. Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dinyatakan sah dengan kalimat 
pengesahannya berbunyi, “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah” 
9. Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat 8 harus 
dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pemngundangan naskah 
Perda ke dalam Lembaran Daerah. 
Pasal 243 
1. Ranperda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 242 ayat 5 belum dapat ditetapkan Kepala Daerah dan belum dapat 
diundangkan dalam lembaran daerah 
2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan 
laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register kepada 
Menteri 
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register Perda 
diatur dengan peraturan Menteri. 
Paragraf 6 
Pengundangan  
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Pasal 244 
1. Perda diundangkan dalam lembaran daerah 
2. Pengundangan perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah 
3. Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal 
diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.
3
 
  
                                                             
3Republik Indonesia, UU.No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: 
Pustaka Mahardika, h. 181-187. 
67 
 
C. Peranan Kepala Daearah dan DPRD dalam pembentukan Perda Inisiatif 
DPRD 
1. Peranan Kepala Daerah dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD 
Pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah bersama 
DPRD, Sehingga kedudukan keduanya menjadi seimbang didalam 
menyeleggarakan pemerintahan daerah. 
Kepala Daerah sebagai perpanjangan tangan Lembaga Eksekutif di daerah 
dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah diberikan beberapa kewenangan 
diantaranya mengajukan rancangan Peraturan Daerah. Pembentukan Perda ini 
menjadi penting bagi suatu Daerah sebagai wujud dari otonomi yang dimilikinya. 
Sehingga untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan Daerah 
diberikan kewenangan untuk Membentuk Peraturan Daerah, Dimana usul 
pembentukan sebuah Perda bisa berasal dari Kepala Daerah dan bisa juga Iniatif  
dari DPRD. 
Menurut Bapak Maskur S.Ag,MH Selaku Kepala Bagian Hukum dan 
Perundang-undangan Setda bahwa peranan Kepala Daerah terkhusus dalam 
pembentukan perda Inisiatif DPRD yaitu kami ikut terlibat dalam melakukan 
pembahasan bersama DPRD dalam rapat paripurna DPRD, Jadi Kepala Daerah 
baru dilibatkan ketika akan melakukan pembahasan bersama yang didahului oleh 
surat pengantar dari pimpinan DPRD. 
Kepala Daerah dalam pembentukan Perda Inisiatif DPRD hanya sebatas 
ikut melakukan pembahasan bersama DPRD, Sebab sebuah Peraturan Daerah 
menjadi pekerjaan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
4
 
2. Peranan DPRD dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD 
                                                             
4 . Maskur, Wawancara, Jeneneponto:Bagian Hukum, Hari jumat 20 Januari 2017. 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merupakan lembaga 
perwakilan rakyat Daerah yang anggotanya berasal dari partai politik peserta 
pemilihan umum yang memperoleh suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan berperan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
DPRD Sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah diberikan 
kewenangan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya Mengajukan 
rancangan Perda, sebagai lembaga representasi atau pelaksana kehendak rakyat 
maka DPRD dalam membentuk suatu Peraturan Daerah harus senantiasa 
memperhatikan aspirasi rakyat yang diamanahkan kepadanya sehingga produk 
hukum yang dihasilkan harus senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat 
disamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
kepentingan umum. 
Menurut Bapak Drs. Andi Mappatunru, SH,MH bahwa didalam 
pembentukan Perda Inisiatif DPRD, Peranan DPRD ialah menjadi totalitas dan 
tanggungjawab dari DPRD untuk menyusun draft Ranperda dan naskah akademik, 
dan didalam penyusunannya biasanya kami senantiasa bekerjasama dengan pihak 
ketiga yakni dari lembaga pendidikan Tinggi yang resmi diantaranya Unhas, Uit, 
Stia-Lan, dan Yapti, adapun bentuk kerjasamanya biasanya kami lakukan dalam 
bentuk perjanjian kontrak dan perjanjian honorer. 
Didalam ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang 
Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa salah satu fungsi DPRD ialah fungsi 
legislasi  yaitu untuk membuat Perda. 
Peranan DPRD disini sangat besar disebabkan seluruh tahapan 
pembentukan Perda mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan 
pengundangan senatiasa mereka yang ikut terlibat.
5
 
                                                             
5
 Andi Mappatunru, Wawancara, Jeneponto:Balegda, Hari Kamis 19 Januari 2017. 
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D. Bentuk Sinergitas Antara Kepala Daerah dan DPRD dalam Pembentukan 
Perda Inisiatif DPRD 
sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat 
menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami 
sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang 
lebih baik. Dikaitkan dengan pembentukan Perda Inisiatif DPRD ini, baik Kepala 
Daerah maupun DPRD Seharusya senantiasa bekerjasama menghasilkan sebuah 
produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan 
umum dan aspirasi masyarakat. 
Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota 
dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa 
Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah 
merupakan sutu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat 
terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan 
wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat 
dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan., hak 
inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah 
(Ranperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai 
keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun 
dan membentuk Ranperda atau Perda. 
Adapun bentuk sinergitas antara Kepala Daerah dan DPRD dapat dilihat 
melalui beberapa tahapan pembentukan Perda sbb: 
1. Tahap Perencanaan 
Tahap pertama pembentukan Perda pada dasarnya adalah sama, yakni 
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diawali dengan tahap perencanaan yang dituangkan di dalam bentuk program 
legislasi. Untuk program pembentukan Perda disebut program legislasi daerah 
(Prolegda). 
Program legislasi daerah adalah instrument perencanaan pembentukan 
peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.  
Pasal 39 Undang-Undang NO.12 Tahun 2011 Menentukan perencanaan 
penuyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah. 
Prolegda sebagai instrument perencanaan pembentukan peraturan Daerah, 
diperlukan dalam rangka memberikan arah dan kepastian, serta konsistensi daerah 
didalam membentuk Peraturan Daerah, dalam prolegda ini materi yang diatur 
merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah  yang 
meliputi: 
a. Latar belakang dan tujuan penyusunan 
b. Sasaran yang ingin diwujudkan 
c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur dan 
d. Jangkauan dan arah pengaturan. 
Prolegda ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan 
skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan ditetapkan sebelum 
penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten. Adapun penyusunan prolegda antara DPRD dan 
Kepala Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang 
khusus menangani bidang legislasi dan hasilnya ditetapkan dalam rapat paripurna 
DPRD dengan keputusan DPRD. 
2. Tahap Pembahasan 
Pada tahap pembahasan,Raperda dibahas oleh DPRD dengan Bupati untuk 
mendapatkan persetujuan bersama. 
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Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada dasarnya 
dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan 
pembicaraan tingkat II. 
Pembicaraan tingkat I meliputi: 
a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Kepala Daerah dilakukan 
dengan kegiatan sebagai berikut: 
1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan 
Perda. 
2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda dan 
3. Tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum 
fraksi. 
b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan 
kegiatan sebagai berikut: 
1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan 
Badan Legislasi Daerah atau pimpinan panitia khusus dalam rapat 
paripurna mengenai rancangan perda. 
2.  Pendapat Bupati terhadap rancangan Perda dan 
3. Tanggapan atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati. 
c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus 
yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk 
untuk mewakilinya. 
Pembicaraan tingkat II meliputi: 
a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 
1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan 
komisi/panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat 
fraksi dan hasil pembicaraan. 
72 
 
2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan 
rapat paripurna. 
b. Pendapat akhir Bupati. 
3. Tahap Pengundangan 
Setelah Perda telah ditetapkan oleh Bupati, dengan kalimat 
pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah, selanjutnya 
diundangkan dengan menempatkannya didalam lembaran daerah oleh sekretaris 
daerah, sedangkan penjelasan perda dicatat di dalam tambahan lembaran daerah 
oleh sekretaris daerah atau kepala biro hukum/kepala bagian hukum. 
Pengundangan perda di dalam lembaran daerah dimaksudkan sebagai syarat 
hukum agar setiaap orang mnegetahuinya.
6
 
 Menurut Bapak Drs. Andi Mappatunru  bahwa selama ini antara Kepala 
Daerah dan DPRD senantiasa bersinergi/bekerjasama dalam pembentukan Perda 
Inisiatif DPRD, sebab tidak mungkin sebuah Perda jadi tanpa persetujuan bersama 
kedua belah pihak. 
Bentuk Sinergitas yang kami lakukan yaitu ketika Ranperda Inisiatif 
DPRD Sudah selesai disusun maka Pimpinan DPRD bersurat kepada Kepala 
Derah untuk dilakukan Pembahasan bersama dalam rapat paripurna DPRD. 
Kepala Daerah setelah menerima surat pengantar dari pimpinan DPRD 
yang berisi materi muatan dan pokok pikiran dari Ranperda yang hendak dibahas 
mempelajari dan memeriksanya yang dikoordinasikan oleh bagian Hukum untuk 
mengetahui teknik penyusunannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan PerUndang-Undangan atau tidak, kemudian setelah kami periksa isinya 
sudah sesuai maka Kepala Daerah menugaskan Bagian Hukum Setda yang terdiri 
dari Kabag Hukum, Asistem III, Asistem II serta pihak Satuan Kerja Perangkat 
                                                             
6
Peraturan DPRD Kabupaten Jeneponto, nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. 
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Daerah (SKPD) terkait misalnya jika Ranperda yang mengatur tentang Peternakan 
maka yang diundang ialah Kepala Dinas Peternakan untuk mewakili Kepala  
Daerah untuk duduk bersama DPRD melakukan Pembahasan. 
Dalam tahap pembahasan ini yang terjadi kami senantiasa mendapatkan 
persetujuan bersama untuk menjadikan Ranperda ini menjadi Perda sebab Kepala 
Daerah juga menganggap bahwa ini Perda dibutuhkan oleh masyarakat dan juga 
mengisi kekosongan dalam pemerintahan yang luput dari pengamatan Kepala 
Derah. Selanjutnya setelah persetujuan bersama sudah tercapai maka pimpinan 
DPRD menyerahkan Perda yang bersangkutan Kepada Kepala Daerah untuk di 
Undangkan dalam Lembaran Daerah yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah. 
Daftar Perda Inisiatif DPRD periode 2014-2016 
No 
 
Nama Perda 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 
Perda tentang Izin Usaha Konstruksi 
Perda tentang Pemerintahan Desa 
Perda tentang Pasar Tradisional Desa 
Perda tentang Penataan, Pengendalian, dan Pengawasan Menara Bersama 
Telekomunikasi 
Perda tentang Pengelolaan Supermarket 
Perda tentang Pemanfaatan CSR Perusahaan 
Perda tentang Pengelolaan Pasar Desa 
Perda tentang Perlindungan Anak dan Perempuan 
Perda tentang Pedoman Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa 
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10 
11 
12 
13 
14 
15 
Perda tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah 
Perda tentang Porno Aksi 
Perda tentang Pemekaran Desa 
Perda tentang Kupon Putih 
Perda tentang Tata Cara Beracara 
Perda tentang Kepemilikan Tanah Pada Daerah Hutang Lindung 
 
Tabel 3.daftar Perda Periode 2014-2016 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Perda menjadi instrumen yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, sebagaimana ketentuan dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang 
menyatakan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 
Peraturan lain untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. 
Pembentukan Perda di Kabupaten Jeneponto selain berpedoman pada 
Ketentuan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi juga diatur dalam Tata tertib 
DPRD. 
1. Peranan DPRD Selama ini untuk mengajukan rancangan Perda belum 
dipergunakan dengan baik oleh anggota DPRD,  anggota DPRD baik yang 
tergabung dalam Komisi, gabungan komisi, fraksi, maupun secara perseorangan 
kurang mempunyai Inisiatif untuk mengajukan rancangan perda, sebab 
pembentukan Ranperda Inisiatif DPRD kebanyakan diusulkan dari Badan 
Legislasi Daerah ( Balegda). Lebih lanjut dalam Penyusunan draft Ranperda dan 
naskah akademiknya senantiasa melibatkan pihak ketiga dari perguruan tinggi 
yang resmi. 
Peranan Kepala Daerah yaitu ikut bersama membahas Ranperda Inisiatif DPRD 
untuk mendapatkan persetujuan bersama, sudah dipergunakan dengan baik, ini 
dapat dilihat dari tidak adanya Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD yang 
ditolak oleh Kepala Daerah untuk dilakukan pembahasan bersama DPRD. 
2. Dalam melakukan pembahasan perda inisiatif DPRD dan Kepala Daerah 
selama kurung waktu 2014-2016 Ini sudah terjadi Sinergitas dan Kerjasama yang 
baik diatara kedua belah pihak sebagai lemabaga yang diberi kewenangan untuk 
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membuat Perda. Hal ini diawali dalam bentuk penyusunan program pembentukan 
Perda dimana kedua belah pihak masing-masing bekerja untuk membuat prolegda 
sebagai instrument perencanaan pembentukan perda yang disusun secara 
berencana, terpadu dan sistematis setiap tahun, yang selanjutnya ditetapkan dalam 
rapat paripurna dengan keputusan DPRD. Selanjutnya ketika Ranperda Inisiatif 
DPRD sudah selesai disusun maka kedua belah pihak duduk bersama untuk 
melakukan pembahasan, dan selama ini belum ada Ranperda Inisiatif DPRD yang 
ditahan oleh Kepala Daerah untuk tidak melakukan pembahasan. 
Ketika Pembahasan selesai dilakukan maka selanjutnya pihak DPRD 
melalui pimpinan DPRD menyerahkan Perda yang telah disetujui bersama kepada 
Kepala Daerah untuk diundangkan dalam Lembaran Daerah. 
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B. Implikasi Penelitian 
1. Agar DPRD lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya 
dengan aktif mengikuti pendidikan dan pelatihan  yang diselenggarakan oleh 
Kementerian, supaya setiap anggota DPRD mampu mempergunakan Hak 
legislasinya yaitu untuk mengajukan rancangan Perda. 
2. Agar Kepala Daerah dan DPRD tetap menjaga Sinergitas dan Kerjasama 
yang terbangun selama ini dan juga harus lebih meningkatkannya lagi untuk 
membentuk perda yang sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang lebih 
tinggi dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. 
3. Agar kedepannya Setiap anggota DPRD sebagai representasi rakyat 
menjadikan aspirasi masyarakat sebagai amanah yang harus diperhatikan dalam 
membentuk Perda. 
4. Agar anggota DPRD ketika melakukan studi banding ke Daerah lain, 
betul-betul mampu menerapkan ilmu yang didapatkannya tersebut di daerahnya, 
bukan sekedar menghabiskan anggaran semata. 
5. Agar Kepala Daerah senantiasa bermitra dengan DPRD dalam membentuk 
Perda sebagai pelaksanaan dari otonomi Daerah. 
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